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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 

TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup tentang Audit Lingkungan Hidup; 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009  Nomor 140 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG AUDIT 

LINGKUNGAN HIDUP. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan 

untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona 
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap 
lingkungan hidup.  

3. Auditor Lingkungan Hidup adalah seseorang yang memiliki 
Kompetensi untuk melaksanakan Audit Lingkungan Hidup. 

4. Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup adalah 
badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa Audit 
Lingkungan Hidup.  

5. Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Usaha dan/atau Kegiatan 
yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat 
menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

6. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang 
memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
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yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan 
upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi 
mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi 
evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi 
lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), 
dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana 
pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan 
lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup 
(DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), 
dan Audit Lingkungan Hidup. 

7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah 
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
kabupaten/kota. 

8. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi. 

9. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk 
mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

10. Kriteria Kompetensi adalah suatu rumusan mengenai 
lingkup kemampuan personil yang dilandasi oleh 
pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja serta 
penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk 
kerja yang dipersyaratkan. 

11. Lembaga Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, 
yang selanjutnya disebut LPK Auditor Lingkungan Hidup 
adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi 
pelatihan dalam Audit Lingkungan Hidup dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup. 

12. Penilaian Kompetensi adalah kegiatan untuk mengevaluasi 
tingkat pengetahuan, keterampilan personil, dan sikap 
kerja yang memenuhi kriteria Kompetensi yang telah 
ditetapkan. 

13. Sertifikat Kompetensi adalah tanda pengakuan Kompetensi 
seseorang yang memenuhi standar Kompetensi tertentu 
setelah melalui uji Kompetensi. 

14. Pengakuan Penyetaraan adalah pengakuan terhadap 
kurikulum pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup 
atau Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang 
berasal dari luar negeri.  
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15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, 
yang selanjutnya disebut LSK Auditor Lingkungan Hidup 
adalah lembaga pelaksana Penilaian Kompetensi dan 
pelaksana sertifikasi Kompetensi dalam Audit Lingkungan 
Hidup. 

16. Registrasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan 
pendaftaran dan dokumentasi terhadap Lembaga Penyedia 
Jasa Audit Lingkungan Hidup dan LPK Audit Lingkungan 
Hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 

17. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pendidikan 
dan pelatihan dalam menyelenggarakan program 
pendidikan dan pelatihan tertentu yang ditetapkan dalam 
Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi 
pembina. 

18. Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem yang 
dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu 
pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi 
dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur 
operasional standar, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan. 

19. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri 
Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman untuk 
pelaksanaan: 
a. sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup; dan 
b. Audit Lingkungan Hidup. 

  
Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:  
a. Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup;  
b. tata laksana Audit Lingkungan Hidup;  
c. pembinaan dan pengawasan; dan 
d. pembiayaan.  

 
Pasal 4 

Audit Lingkungan Hidup terdiri atas: 
a. Audit Lingkungan Hidup yang bersifat sukarela; dan  
b. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan. 
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Pasal 5 

(1) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilakukan oleh tim Audit Lingkungan Hidup. 

(2) Tim Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang auditor utama, sebagai ketua tim; 
b. paling sedikit 1 (satu) orang Auditor Lingkungan Hidup, 

sebagai anggota tim; dan 
c. ahli yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang 

bersangkutan, sebagai anggota tim. 
 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan Audit Lingkungan Hidup, tim Audit 
Lingkungan Hidup wajib menggunakan metodologi: 
a. standar nasional indonesia; dan/atau  
b. standar/pedoman lain, 
berdasarkan tujuan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup. 

 
BAB II 

KOMPETENSI AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP 
 

Bagian Kesatu  
Umum 

 
Pasal 7 

(1) Auditor Lingkungan Hidup meliputi:  
a. Auditor Lingkungan Hidup perorangan; atau 
b. Auditor Lingkungan Hidup yang tergabung dalam 

lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup. 

(2) Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. auditor utama; dan 
b. auditor. 

(3) Kriteria Kompetensi untuk auditor utama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemampuan: 
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit 

Lingkungan Hidup; 
b. melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan 
kesimpulan, dan pelaporan;  

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai 
tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup; 

d. menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di 
bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama; 

e. merumuskan kesimpulan Audit Lingkungan Hidup;  
f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian 

laporan hasil Audit Lingkungan Hidup; dan 
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g. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK 
Auditor Lingkungan Hidup.  

(4) Kriteria Kompetensi untuk auditor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b meliputi kemampuan: 
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana Audit 

Lingkungan Hidup; 
b. melakukan Audit Lingkungan Hidup yang meliputi 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan 
kesimpulan, dan pelaporan;  

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai 
tindak lanjut Audit Lingkungan Hidup; dan 

d. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK 
Auditor Lingkungan Hidup.  

 
Bagian Kedua  

Sertifikasi Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor 
Lingkungan Hidup 

 
Pasal 8 

(1) Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor 
Lingkungan Hidup. 

(2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Auditor 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1), Auditor Lingkungan Hidup wajib: 
a. memenuhi kriteria Kompetensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);  
b. mengikuti dan lulus pelatihan Audit Lingkungan 

Hidup; dan 
c. mengikuti uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh 

LSK Auditor Lingkungan Hidup. 

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c terdiri atas: 
a. penilaian portofolio; dan   
b. uji tertulis dan/atau wawancara. 

(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dilakukan terhadap:  
a. latar belakang pendidikan;  
b. pelatihan di bidang Audit Lingkungan Hidup; 
c. pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup; dan 
d. pengalaman melakukan Audit Lingkungan Hidup. 

(5) Uji tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap penguasaan 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
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Pasal 9 

(1) Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan 
oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

(2) Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

 
Pasal 10 

(1) LSK Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 wajib memiliki: 
a. Sistem Manajemen Mutu; 
b. penguji atau penilai yang memiliki pengalaman paling 

sedikit 5 (lima) tahun di bidang Audit Lingkungan 
Hidup dan/atau 5 (lima) kali melakukan Audit 
Lingkungan Hidup sebagai auditor utama; 

c. sistem informasi publik yang terkait dengan 
pelaksanaan sertifikasi Kompetensi; dan 

d. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna 
jasa dan publik. 

(2) LSK Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi 
Kompetensi kepada Menteri. 

 
Bagian Ketiga 

Lembaga Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup 
 

Pasal 11 

(1) Pelatihan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh LPK 
Auditor Lingkungan Hidup. 

(2) Setiap LPK Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Registrasi 
Kompetensi. 

(3) LPK Auditor Lingkungan Hidup mengajukan permohonan 
registrasi secara tertulis kepada Menteri. 

(4) LPK Auditor Lingkungan Hidup yang teregistrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi 
persyaratan, memiliki: 
a. identitas LPK Auditor Lingkungan Hidup; 
b. akte pendirian badan hukum; 
c. dokumen Sistem Manajemen Mutu;  
d. dokumen sertifikat pengelola lembaga pendidikan dan 

pelatihan; 
e. dokumen mengenai pengajar yang kompeten, termasuk 

pengajar di bidang metodologi dan teknik Audit 
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Lingkungan Hidup yang berSertifikat Kompetensi 
dengan kualifikasi auditor utama dan/atau 
berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan 
Audit Lingkungan Hidup; 

f. dokumen mengenai program pelatihan Kompetensi 
Auditor Lingkungan Hidup yang menggunakan 
kurikulum baku yang ditetapkan oleh Menteri; 

g. dokumen mengenai sarana dan prasarana pelatihan; 
dan 

h. dokumen mengenai sistem informasi publik mengenai 
pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup. 

(5) Tata cara registrasi LPK Auditor Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara Registrasi 
Kompetensi. 

 
Pasal 12 

(1) Dalam hal LPK Auditor Lingkungan Hidup menggunakan 
kurikulum di luar kurikulum baku sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f, 
penggunaannya wajib memperoleh penetapan pengakuan 
penyetaraan dari Menteri.  

(2) Menteri dapat mendelegasikan penetapan pengakuan 
penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang 
standardisasi.  

 
Bagian Keempat 

Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup 
 

Pasal 13 

(1) Setiap lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup 
wajib melakukan Registrasi Kompetensi. 

(2) Lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup 
mengajukan permohonan registrasi secara tertulis kepada 
Menteri. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. identitas pemohon; 
b. akte pendirian badan hukum; 
c. dokumen Sistem Manajemen Mutu; dan 
d. dokumen mengenai tenaga tetap dengan kualifikasi 

auditor utama. 

(4) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan 
registrasi sesuai dengan peraturan mengenai tata laksana 
registrasi. 
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Pasal 14 
(1) Menteri menyediakan informasi publik mengenai: 

a. tujuan Registrasi Kompetensi lembaga penyedia jasa 
Audit Lingkungan Hidup dan LPK Auditor Lingkungan 
Hidup;  

b. tata laksana registrasi, penerbitan surat tanda 
registrasi, dan pemeliharaan registrasi; 

c. persyaratan dan prosedur mengikuti Registrasi 
Kompetensi; 

d. daftar registrasi lembaga penyedia jasa Audit 
Lingkungan Hidup yang meliputi: 
1. nomor dan tanggal registrasi; 
2. identitas lembaga penyedia jasa; 
3. penanggung jawab teknis pelaksanaan Audit 

Lingkungan Hidup; dan 
4. daftar Auditor Lingkungan Hidup yang memiliki 

Sertifikat Kompetensi dan ditugaskan untuk 
melakukan Audit Lingkungan Hidup; 

e. daftar registrasi LPK Auditor Lingkungan Hidup yang 
meliputi: 
1. nomor dan tanggal registrasi; 
2. identitas LPK Auditor Lingkungan Hidup; 
3. penanggung jawab pelatihan Kompetensi Auditor 

Lingkungan Hidup; dan  
4. daftar pengajar tetap dan tidak tetap; dan 

f. daftar pemegang registrasi yang dalam status 
dibekukan atau dicabut. 

(2) LPK Auditor Lingkungan Hidup menyediakan informasi 
publik mengenai: 
a. tujuan pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan 

Hidup dan kurikulum yang digunakan; 
b. daftar pengajar tetap dan tidak tetap; 
c. persyaratan dan prosedur mengikuti pelatihan 

Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup; 
d. jadwal dan tempat pelaksanaan pelatihan Kompetensi 

yang disediakan untuk publik; dan 
e. daftar pemegang surat tanda tamat pelatihan 

Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup. 

(3) LSK Auditor Lingkungan Hidup menyediakan informasi 
publik mengenai: 
a. tujuan sertifikasi  Kompetensi Auditor Lingkungan 

Hidup;  
b. sistem Penilaian Kompetensi, penerbitan Sertifikat 

Kompetensi, dan pemeliharaan sertifikat; 
c. persyaratan dan prosedur sertifikasi Kompetensi 

Auditor Lingkungan Hidup bagi pemohon; 
d. jadwal dan tempat pelaksanaan Penilaian Kompetensi 

yang disediakan untuk pemohon; dan 
e. daftar pemegang Sertifikat Kompetensi Auditor 

Lingkungan Hidup, termasuk masa berlaku sertifikat 
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dan daftar sertifikat yang dalam status dibekukan 
atau dicabut. 

(4) Kementerian Lingkungan Hidup, LPK Auditor Lingkungan 
Hidup, dan LSK Auditor Lingkungan Hidup wajib 
melakukan pemutakhiran informasi publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3). 
 

BAB III 
TATA LAKSANA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 15 

Tata laksana Audit Lingkungan Hidup yang diatur dalam 
Peraturan Menteri ini hanya untuk Audit Lingkungan Hidup 
yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b.  

 
Pasal 16 

(1) Audit Lingkungan Hidup dilakukan terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan 
hidup. 

(2) Audit Lingkungan Hidup dapat dilakukan terhadap lebih 
dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi 
dalam 1 (satu) kawasan.  

 
Pasal 17 

Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 merupakan audit yang diwajibkan oleh Menteri kepada: 
a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 

terhadap lingkungan hidup; dan/atau  

b. Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan 
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 
Pasal 18 

(1) Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 
terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  

(2) Menteri dapat menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan 
yang berisiko tinggi di luar Lampiran I Peraturan Menteri 
ini, berdasarkan usulan dari: 
a. Komisi Penilai Amdal, untuk Usaha dan/atau Kegiatan 

yang masih dalam tahap perencanaan; dan/atau 
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b. Kementerian dan/atau lembaga pemerintah 
nonkementerian terkait, untuk Usaha dan/atau 
Kegiatan yang sudah beroperasi. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 
pada hasil analisis risiko lingkungan hidup sesuai 
peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 19 

Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria: 
a. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;  

b. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) 
kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan 

c. belum diketahui sumber dan/atau penyebab 
ketidaktaatannya. 

 
Pasal 20 

Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup tidak membebaskan 
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari sanksi 
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
Bagian Kedua 

Dokumen Audit Lingkungan Hidup 
 

Pasal 21 

(1) Dokumen Audit Lingkungan Hidup terdiri atas: 
a. rencana Audit Lingkungan Hidup; dan 
b. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup. 

(2) Rencana Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a paling sedikit berisi: 
a. identitas pemberi perintah audit dan pihak yang 

diaudit; 
b. tujuan audit; 
c. lingkup audit;  
d. kriteria audit;  
e. identitas dan identifikasi Kompetensi tim audit; 
f. pernyataan ketidakberpihakan dan kemandirian tim 

audit; 
g. proses dan metode kerja audit; 
h. tata waktu audit keseluruhan; 
i. lokasi dan jadwal audit lapangan; 
j. wakil dari pihak yang diaudit; 
k. kerangka protokol audit;  
l. pengumpulan bukti audit; dan 
m. kerangka sistematika laporan. 
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(3) Laporan hasil Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berisi: 
a. informasi yang meliputi tujuan, lingkup, kriteria, dan 

proses pelaksanaan audit; 
b. temuan audit; 
c. kesimpulan audit;  
d. rekomendasi audit dan tindak lanjut; dan 
e. data dan informasi pendukung yang relevan. 

 
Bagian Ketiga 

Penilaian Audit Lingkungan Hidup 
 

Pasal 22 

(1) Menteri melakukan penilaian pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup. 

(2) Penilaian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap: 
a. usulan jenis Usaha dan/atau Kegiatan berisiko tinggi 

di luar Lampiran I Peraturan Menteri ini; 
b. usulan dilakukannya Audit Lingkungan Hidup yang 

diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang 
menunjukan ketidaktaatan; 

c. rencana Audit Lingkungan Hidup; dan 
d. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan 

untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukan 
ketidaktaatan. 

(3) untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Menteri membentuk tim evaluasi. 

 
Pasal 23 

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
terdiri atas: 
a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Pejabat Eselon I 

yang bertanggungjawab di bidang kajian dampak 
lingkungan hidup. 

b. sekretaris yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat 
setingkat eselon II yang bertanggungjawab di bidang Audit 
Lingkungan Hidup. 

c. anggota yang terdiri atas unsur: 
1. instansi lingkungan hidup Pusat;  
2. instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; 
3. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 
hasil Audit Lingkungan Hidup;  

4. ahli di bidang Usaha dan/atau Kegiatan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan hasil Audit Lingkungan Hidup; 

5. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan/atau 
6. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.  

 



 

 

 

 

12 

 

Bagian Keempat 
Audit Lingkungan yang Diwajibkan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Tertentu 

yang Berisiko Tinggi Terhadap Lingkungan Hidup  
 

Pasal 24 

(1) Audit Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan 
tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup 
dilakukan secara berkala sesuai periode Audit Lingkungan 
Hidup yang telah ditentukan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam melaksanakan Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab 
Usaha dan/atau Kegiatan menunjuk tim Audit 
Lingkungan Hidup paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 
sebelum berakhirnya periode Audit Lingkungan Hidup 
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(3) Tim Audit Lingkungan Hidup melalui penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan menyampaikan rencana Audit 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (2) kepada tim evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja sejak tim Audit Lingkungan Hidup ditunjuk. 

 
Pasal 25 

(1) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap rencana Audit 
Lingkungan Hidup. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluasi.  

(3) Dalam hal terjadi perbaikan terhadap rencana Audit 
Lingkungan Hidup, tim Audit Lingkungan Hidup 
menyampaikan perbaikan atas rencana Audit Lingkungan 
Hidup kepada tim evaluasi. 

(4) Penilaian rencana Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak rencana Audit Lingkungan 
Hidup diterima.  

(5) Terhadap rencana audit lingkungan yang telah memenuhi 
kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit 
Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 26 

(1) Tim Audit Lingkungan Hidup melaksanakan Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan secara berkala 
berdasarkan rencana Audit Lingkungan Hidup yang telah 
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5). 
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(2) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit 
Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan 
bersangkutan. 

(3) Berdasarkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Audit 
Lingkungan Hidup menyusun laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 27 

(1) Tim Audit Lingkungan Hidup melalui penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan menyerahkan laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 26 ayat (3) secara tertulis kepada Menteri. 

(2) Tim Audit Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap 
laporan hasil Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

(3) Menteri mengumumkan laporan hasil Audit Lingkungan 
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui 
multimedia. 

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat informasi mengenai: 
a. nama Usaha dan/atau Kegiatan; 
b. jenis Usaha dan/atau Kegiatan; 
c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; 
d. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 
e. tim Audit Lingkungan Hidup beserta nomor Sertifikat 

Kompetensinya bagi Auditor Lingkungan Hidup 
dan/atau lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan 
Hidup beserta nomor registrasinya; 

f. ruang lingkup Audit Lingkungan Hidup; 
g. risiko dan/atau dampak lingkungan dari Usaha 

dan/atau Kegiatan; 
h. rekomendasi Audit Lingkungan Hidup; dan 
i. alamat dan/atau lokasi dokumen laporan hasil Audit 

Lingkungan Hidup yang dapat diakses masyarakat. 

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 28 

Tata laksana Audit Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau 
Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan 
Pasal 27 tercantum dalam bagan alir Lampiran III yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

 
Bagian Kelima 

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan 
yang Menunjukan Ketidaktaatan 

 
Pasal 29 

(1) Menteri memerintahkan kepada penanggung jawab Usaha 
dan/atau Kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan 
Hidup yang diwajibkan karena menunjukkan 
ketidaktaatan berdasarkan: 
a. hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan 

Hidup; 
b. usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau 
Kegiatan; dan/atau 

c. usulan dari gubernur atau bupati/walikota. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c didasarkan atas hasil pengawasan oleh: 
a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah 

nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau 
Kegiatan; 

b. instansi lingkungan hidup provinsi, untuk usulan dari 
gubernur; dan/atau 

c. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk 
usulan dari bupati/walikota. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Menteri dengan menggunakan format surat usulan 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
Pasal 30 

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (1) huruf b atau huruf c, tim evaluasi melakukan 
evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung 
sejak usulan diterima. 

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi 
tertulis kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari 
kerja, setelah selesai melaksanakan evaluasi. 

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa: 
a. kelayakan untuk dikeluarkannya perintah Audit 

Lingkungan Hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan 
rancangan lingkup Audit Lingkungan Hidupnya; atau 
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b. ketidaklayakan untuk dikeluarkan perintah Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan 
alasan ketidaklayakan tersebut. 

 
Pasal 31 

(1) Berdasarkan rekomendasi tim evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Menteri dapat 
menyetujui atau menolak usulan perintah Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan. 

(2) Apabila Menteri menyetujui usulan perintah Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan, Menteri 
mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha 
dan/atau Kegiatan yang bersangkutan. 

(3) Apabila Menteri menolak usulan perintah Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan, Menteri memberikan 
alasan penolakan tersebut dan memberitahukannya 
kepada: 
a. menteri yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan 

atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang 
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b; atau 

b. gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c. 

 
Pasal 32 

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah 
menerima surat perintah pelaksanaan Audit Lingkungan 
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), 
harus menunjuk Auditor Lingkungan Hidup dengan 
persetujuan Menteri, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak dikeluarkannya surat perintah pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup.  

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terlampaui, Menteri dapat menunjuk Auditor 
Lingkungan Hidup untuk melaksanakan Audit Lingkungan 
Hidup yang diwajibkan. 

(3) Tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan rencana 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (2) kepada tim evaluasi paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tim Audit Lingkungan Hidup 
ditunjuk. 
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Pasal 33 

(1) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap rencana Audit 
Lingkungan Hidup. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluasi.  

(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tim evaluasi dapat menetapkan kebutuhan 
dilakukan penyaksian oleh tim evaluasi dalam 
pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup. 

(4) Dalam hal terjadi perbaikan terhadap rencana audit 
lingkungan, tim Audit Lingkungan Hidup menyampaikan 
perbaikan atas rencana Audit Lingkungan Hidup kepada 
tim evaluasi. 

(5) Penilaian rencana Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak rencana Audit Lingkungan 
Hidup diterima.  

(6) Terhadap rencana audit lingkungan yang telah memenuhi 
kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ketua tim evaluasi menerbitkan persetujuan rencana Audit 
Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 34 

(1) Tim Audit Lingkungan Hidup melakukan Audit 
Lingkungan Hidup berdasarkan rencana Audit Lingkungan 
Hidup yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (6). 

(2) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak diterbitkannya surat persetujuan rencana Audit 
Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan 
bersangkutan. 

(3) Dalam hal terdapat penyaksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (3), penyaksi tidak terlibat dalam 
pekerjaan Audit Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh 
tim Audit Lingkungan Hidup. 

(4) Berdasarkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Audit 
Lingkungan Hidup menyusun laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 35 

(1) Tim Audit Lingkungan Hidup menyerahkan laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (4) secara tertulis kepada tim evaluasi. 
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(2) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Penilaian atas laporan hasil Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan 
hasil Audit Lingkungan Hidup. 

(4) Penilaian laporan hasil Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: 
a. diterima; atau 
b. ditolak. 

(5) Ketua tim evaluasi menyampaikan penilaian laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri. 

 
Pasal 36 

(1) Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang 
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) 
huruf a, Menteri: 
a. menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit 

Lingkungan Hidup; dan  
b. menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit 

Lingkungan Hidup.  

(2) Pengesahan dan penetapan tindak lanjut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk 
keputusan Menteri. 

(3) Pengesahan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi 
pernyataan: 
a. taat; atau  
b. tidak taat.  

(4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b berupa: 
a. perbaikan kinerja pengelolaan dan pemanatuan 

lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan; 
b. perubahan izin lingkungan; 
c. pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
dan/atau  

d. penegakan hukum.  
 

Pasal 37 

(1) Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang 
ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) 
huruf b, Menteri menetapkan pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup kembali terhadap penanggung jawab 
Usaha dan/atau Kegiatan dengan tim Audit Lingkungan 
Hidup yang berbeda. 



 

 

 

 

18 

 

(2) Kriteria penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun 

sesuai metodologi Audit Lingkungan Hidup dan kaidah 
penulisan laporan Audit Lingkungan Hidup yang 
benar; 

b. tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan 
dalam menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan 
terhadap suatu temuan Audit Lingkungan Hidup; 
dan/atau 

c. ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup 
melaporkan hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak 
sesuai dengan fakta dan/atau tidak melakukan 
jaminan mutu dan kendali mutu atas laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya.  

 
Pasal 38 

Menteri mengumumkan pengesahan dan penetapan tindak 
lanjut hasil Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 melalui multimedia.  

 
Pasal 39 

Tata laksana Audit Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau 
Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
sampai dengan Pasal 38 tercantum dalam bagan alir Lampiran 
V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Kesatu  
Pembinaan  

 
Pasal 40 

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap: 
a. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kepada instansi 

yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, gubernur, 
dan/atau bupati/walikota;  

b. LPK Auditor Lingkungan Hidup dan LSK Auditor 
Lingkungan Hidup. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas di bidang 
Audit Lingkungan Hidup dan/atau pelatihan Auditor 
Lingkungan Hidup. 
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(3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, Menteri dapat bekerjasama dengan 
gubernur dan/atau bupati/walikota.  

 
Pasal 41 

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan 
pembinaan kepada: 
a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 
b. lembaga penyedia jasa Auditor Lingkungan Hidup. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan dalam bentuk pemberian informasi di bidang 
Audit Lingkungan Hidup. 

(3) Menteri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah 
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota 
dalam melakukan pembinaan terhadap LPK Auditor 
Lingkungan Hidup. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) meliputi antara lain: 
a. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir 

kepada lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan 
Hidup, LSK Auditor Lingkungan Hidup, LPK Auditor 
Lingkungan Hidup dan pengajar;  

b. penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara 
dan penjelasan teknis Audit Lingkungan Hidup; 
dan/atau 

c. bimbingan teknis kepada auditor utama, auditor, dan 
pengajar. 

 
Pasal 42 

(1) Instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan 
melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang melakukan Audit Lingkungan 
Hidup. 

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan izin Usaha dan/atau Kegiatan yang 
diterbitkannya. 

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk penetapan norma, standar, 
prosedur dan/atau kriteria pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup. 
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Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 43 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap LPK Auditor 
Lingkungan Hidup dan LSK Auditor Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap LPK auditor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat 
bekerjasama dengan gubernur dan/atau 
bupati/walikota.  

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan 
pengawasan terhadap lembaga penyedia jasa Audit 
Lingkungan Hidup. 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu terhadap lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan 
Hidup, LPK Auditor Lingkungan Hidup, dan LSK Auditor 
Lingkungan Hidup. 

 
Pasal 44 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43, Menteri berwenang membekukan 
Registrasi Kompetensi terhadap: 
a. LPK Auditor Lingkungan Hidup, yang tidak dapat 

menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11; atau 

b. lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup, 
yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.  

(2) Menteri berwenang mencabut Registrasi Kompetensi 
lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup dan/atau 
LPK Auditor Lingkungan Hidup apabila: 
a. lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup 

melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data 
hasil Audit Lingkungan Hidup; atau 

b. setelah dibekukan dalam waktu paling lama 6 (enam) 
bulan lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup 
dan/atau LPK Auditor Lingkungan Hidup tetap tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a atau huruf b. 

(3) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan Registrasi 
Kompetensi, LPK Auditor Lingkungan Hidup dilarang 
melaksanakan pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan 
Hidup. 

(4) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan Registrasi 
Kompetensi, lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan 
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Hidup dilarang melaksanakan Audit Lingkungan Hidup. 

(5) Menteri menginformasikan kepada publik mengenai 
pembekuan dan pencabutan Registrasi Kompetensi 
lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan Hidup dan LPK 
Auditor Lingkungan Hidup.  

 
Pasal 45 

(1) LSK Auditor Lingkungan Hidup melakukan pengawasan 
terhadap Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki 
Sertifikat Kompetensi. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan kriteria pemeliharaan Sertifikat 
Kompetensi dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan 
oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup setelah mendapat 
persetujuan Menteri.  

 
Pasal 46 

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45, LSK Auditor Lingkungan Hidup 
berwenang: 
a. membekukan Sertifikat Kompetensi Auditor 

Lingkungan Hidup apabila pemegang sertifikat tidak 
memenuhi kriteria pemeliharaan Sertifikat 
Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (2); dan 

b. mencabut Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan 
Hidup apabila pemegang sertifikat melakukan 
penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam 
pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup.  

(2) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan Sertifikat 
Kompetensi, Auditor Lingkungan Hidup dilarang 
melakukan Audit Lingkungan Hidup. 

(3) Tata laksana pembekuan atau pencabutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan tata laksana pembekuan dan pencabutan 
Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup yang 
ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup setelah 
mendapat persetujuan Menteri. 

(4) LSK Auditor Lingkungan Hidup menginformasikan 
kepada publik mengenai pembekuan atau pencabutan 
Sertifikat Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup dan 
melaporkan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan 
terhitung sejak pembekuan atau pencabutan Sertifikat 
Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup. 
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Pasal 47 

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38.  

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi yang 
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan. 

 
BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 48 

(1) Biaya pelaksanaan pelatihan Kompetensi dan sertifikasi 
Kompetensi dibebankan kepada peserta. 

(2) Standar biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh LSK 
Auditor Lingkungan Hidup setelah mendapat 
pertimbangan dari Menteri. 

(3) Biaya Registrasi Kompetensi dibebankan kepada 
pemohon. 

(4) Biaya Registrasi Kompetensi ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 49 

(1) Biaya pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 26 
dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan. 

(2) Biaya pelaksanaan evaluasi terhadap usulan Audit 
Lingkungan Hidup yang diwajibkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

(3) Biaya pelaksanaan penilaian rencana Audit Lingkungan 
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 
33 dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan. 

(4) Biaya penerbitan surat persetujuan rencana Audit 
Lingkungan Hidup, penilaian, dan penyaksian audit, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 
ayat (2), Pasal 33 ayat (6), Pasal 34 (2), Pasal 36 ayat (2), 
dan Pasal 42 ayat (2) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(5) Biaya pengumuman dan publikasi oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 
38 dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan. 
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(6) Biaya pengumuman ringkasan laporan hasil evaluasi atas 
hasil Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan.  

(7) Biaya pembinaan kepada penanggung jawab Usaha 
dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota, untuk pembinaan yang dilakukan 
bupati/walikota; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, 
untuk pembinaan yang dilakukan gubernur; atau 

c. APBN untuk pembinaan yang dilakukan Menteri. 

(8) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 
dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi 
Usaha dan/atau Kegiatan. 

(9) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kabupaten/kota, untuk pengawasan yang dilakukan 
bupati/walikota; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, 
untuk pengawasan yang dilakukan gubernur; atau 

c. APBN untuk pengawasan yang dilakukan Menteri. 
 

Pasal 50 

(1) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 
47 yang dilaksanakan oleh Menteri dibebankan pada 
APBN Kementerian Lingkungan Hidup.  

(2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 47 yang 
dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/walikota 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.  

(3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 dibebankan pada LSK Auditor Lingkungan Hidup. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang sedang dilakukan Audit Lingkungan 
Hidup yang diwajibkan, hasil Audit Lingkungan Hidup 
dievaluasi sesuai dengan mekanisme Audit Lingkungan Hidup 
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yang diwajibkan karena ketidaktaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 
BAB IX 

PENUTUP 
 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 

KEP-42/MENLH/XI/1994 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Audit Lingkungan;  

b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 
Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan; dan 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 53 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

BALTHASAR KAMBUAYA 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,  

ttd 

AMIR SYAMSUDIN 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 373 
 
 Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 

Rosa Vivien Ratnawati  
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BERISIKO TINGGI 
 
Kriteria penetapan usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang diwajibkan 
melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala: 
1. jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak 

yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup; 

2. hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala harus dapat 
dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan bagi 
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan perintah audit 
lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala; 

3. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dikecualikan bagi 
kegiatan infrastruktur kecuali pembangunan bendungan/waduk. 

 
Berikut adalah daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan 
melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala: 
 
1. Bidang Perindustrian 

No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

a. Industri semen (yang 
dibuat melalui 
produksi klinker) yang 
menerima limbah B3 
bukan dari kegiatan 
sendiri sebagai bahan 
baku dan/atau bahan 
bakar pada proses 
klinker  

Semua 
besaran 

3 tahun sekali  1) Dalam keadaan darurat, 
ada risiko dan dampak 
yang luas akibat 
terlepasnya parameter 
dioksin dan furan  
 

2) pada saat audit wajib 
dilakukan pemantauan 
POHCs (Principle Organic 
Hazardous Compounds) 
 

b. Industri Petrokimia: 
1) Industri Aromatik 

(benzena, toluena, 
xylena) 
 

2) Industri Normal 
Parafin (alkil 
benzena) 

 
3) Pusat Olefin 

(etilena, propilena 
dan olefin C4) 

 
4) Industri Gas 

Sintetik (metanol, 
alkohol oxo, asam 
format, asam 
asetat, amonia dan 
pupuk) 

 
5) Industri asetilena 

(1,4 butandiol, 
asam akrilat) 

Semua 
besaran 

3 tahun sekali Dalam keadaan darurat, ada 
risiko dan dampak yang luas 
akibat terlepasnya berbagai 
bahan kimia dan senyawa 
turunan hidrokarbon 
(benzena, propilena, 
butadiena, toluena, xylena, 
etil benzena, dan lain-lain). 
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No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

c. Industri bahan aktif 
pestisida 

Semua 
besaran  

3 tahun sekali 1) Berisiko terjadi 
kecelakaan dan/atau 
keadaan darurat yang 
menimbulkan dampak 
yang besar dan luas 
terhadap kesehatan 
manusia dan lingkungan 
hidup, karena sifat dasar 
bahannya adalah 
beracun. 
 

2) Limbah yang dihasilkan 
berpotensi mempengaruhi 
struktur tanah. 

 

d. Industri amunisi dan 
bahan peledak 

Semua 
besaran  

2 tahun sekali 1) Berpotensi menimbulkan 
limbah cair dan padat. 
 

2) Berisiko terjadinya 
ledakan saat 
penyimpanan amunisi. 

 

 
2. Bidang Pekerjaan Umum  

No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

a. 
 

Pengoperasian 
Bendungan/ Waduk 
atau Jenis Tampungan 
Air lainnya: 

 5 tahun sekali Memiliki risiko yang tinggi 
dalam hal potensi kegagalan 
bendungan yang dapat 
menimbulkan dampak yang 
luas dan besar bagi 
masyarakat yang luas. 

1) Tinggi, atau > 15 m   

2) Luas genangan 
 

200 ha   

 
 
3. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral 

No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

a. Kegiatan pengolahan 
minyak dan gas bumi: 
1) Kilang Minyak 

 
2) Kilang LPG 

 
3) Kilang LNG 

 
 
 
> 10000 
BOPD 
> 50 
MMSCFD 
> 550 
MMSCFD 

5 tahun sekali 1) Banyak menggunakan 
bahan baku dan bahan 
penunjang yang 
termasuk dalam kategori 
B3 
 

2) Berpotensi menghasilkan 
limbah gas, antara lain: 
VOC, SOx, NOx dan H2S 
yang dapat 
mempengaruhi kualitas 
udara 

 
3) Berpotensi menyebabkan 

kontaminasi pada air 
tanah yang disebabkan 
oleh kebocoran dan 
tumpahan  

 
4) Berpotensi dalam 

peningkatan gas rumah 
kaca (emisi CO2) 
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No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

b. Transmisi migas: 
1) di darat, dengan 

tekanan: 
atau  
panjang: 
 

2) di laut, dengan 
tekanan: 
atau  
panjang: 

 
 
≥ 16 bar 
 
≥ 50 km 
 
 
≥ 16 bar 
 
≥ 100 km 

 
 
2 tahun sekali 
 
 
 
 
5 tahun sekali 

1) Berpotensi terjadi 
kecelakaan dan/atau 
keadaan darurat yang 
menimbulkan dampak 
yang besar dan luas 
terhadap kesehatan 
manusia dan lingkungan 
hidup. 

 
2) Pengoperasian pipa 

rawan terhadap 
gangguan aktivitas lalu 
lintas kapal buang sauh 
atau penambangan pasir. 

 
3) Tekanan operasi pipa 

cukup tinggi sehingga 
berbahaya terhadap 
berbagai aktivitas di 
sekitar dan lingkungan 
hidup. 

 

c. Eksploitasi mineral 
berikut pengolahannya 
dengan melakukan 
penempatan tailing di 
bawah laut (submarine 
tailing disposal) atau di 
darat (tailing storage 
facility). 

Semua 
besaran 

5 tahun sekali Berpotensi terjadi kecelakaan 
dan/atau keadaan darurat 
yang menimbulkan dampak 
yang besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan 
lingkungan hidup. 

d. Eksploitasi bahan 
galian radioaktif, 
termasuk pengolahan, 
penambangan dan 
pemurnian  

Semua 
besaran 

5 tahun sekali Eksploitasi bahan galian 
radioaktif berpotensi 
menimbulkan peningkatan 
pemajanan bahan radioaktif 
terhadap manusia dan 
lingkungan hidup yang 
dikenal sebagai TENORM 
(Technologically-Enhanced 

Natural Occuring Radioactive 
Material). 
 

e. Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA): 
1) Tinggi bendung, 

atau 
Luas genangan 

 
 
> 15 m 
 
200 ha 

5 tahun sekali Berpotensi terjadi kecelakaan 
dan/atau keadaan darurat 
yang menimbulkan dampak 
yang besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan 
lingkungan hidup. 
 

f. 2) Pengoperasian 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap 
(PLTU). 

1 x > 1000 
MW 

10 tahun sekali Berpotensi menimbulkan 
bahaya atau dampak 
lingkungan akibat kegiatan 
operasi berupa kegagalan 
pada sistem operasi 
pengendalian pencemaran 
udara, generator, dan/atau 
TENORM (Technologically-

Enhanced Natural Occuring 
Radioactive Material) dari fly 
ash dan bottom ash. 
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4. Bidang Pengembangan Nuklir 
 

No. 
Jenis Usaha dan/atau 

Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

a. Pengoperasian Reaktor 
Daya (PLTN) atau 
reaktor nondaya 

Daya ≥ 
100 MWt 

1 tahun sekali Reaktor dengan daya lebih 
besar dari 100 MWt termasuk 
ke dalam kategori bahaya 
radiologi I, yaitu instalasi 
nuklir dengan potensi bahaya 
sangat besar yang dapat 
menghasilkan lepasan 
radioaktif yang memberikan 
efek deterministik parah di 
luar tapak. Dengan demikian, 
PLTN termasuk kegiatan 
dengan risiko tinggi yang 
wajib audit lingkungan. 
 

b. Pengoperasian Reaktor 
Daya (PLTN) atau 
Reaktor Nondaya 

2MWt ≤ x 
<100MWt 

3 tahun sekali Reaktor dengan daya lebih 
dari atau sama dengan 2 
MWt tetapi lebih kecil dari 
atau sama dengan 100 MWt 
termasuk ke dalam kategori 
bahaya radiologi II, yaitu 
instalasi dengan potensi 
bahaya yang menghasilkan 
lepasan radioaktif dengan 
dosis di atas  nilai yang 
diizinkan tetapi tidak 
memberikan efek 
deterministik parah di luar 
tapak. Instalasi jenis ini juga 
termasuk kegiatan dengan 
risiko tinggi, namun dampak 
yang dihasilkan tidak sebesar 
instalasi dengan kategori 
bahaya radiologi I. Dengan 
demikian, instalasi jenis ini 
termasuk kegiatan dengan 
risiko tinggi yang wajib audit 
lingkungan, namun dengan 
frekuensi audit lebih jarang 
dari frekuensi audit bagi 
instalasi dengan kategori 
bahaya radiologi I. 
 

 
5. Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 

No. 
Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

a. Kegiatan pengelolaan 
limbah B3 sebagai 
kegiatan utama: 
1) pengumpulan, 

pemanfaatan, 
dan/atau 
pengolahan yang 
terintegrasi dengan 
penimbunan 
limbah bahan 
berbahaya dan 
beracun (B3)  

 
2) penimbunan 

limbah bahan 
berbahaya dan 
beracun (B3)  

 
 
 
Semua 
besaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semua 
besaran 

 
 
 

2 tahun sekali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 tahun sekali 

 
 
 
1) Kegiatan pengelolaan limbah 

B3 berpotensi menimbulkan 
dampak terhadap lingkungan 
dan kesehatan, karena 
substansi yang diolah adalah 
limbah B3. 

 
 
 
2) Pengelolaan limbah B3 yang 

terintegrasi dengan 
penimbunan limbah B3 
berpotensi menimbulkan 
inter-reaksi antar berbagai 
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No. 
Jenis Usaha 

dan/atau Kegiatan 
Skala/ 

Besaran 

Periode audit 
lingkungan 

hidup berkala 
Alasan ilmiah 

jenis limbah B3 (mudah 
meledak, mudah terbakar, 
bersifat reaktif, beracun, 
menyebabkan infeksi 
dan/atau bersifat korosif) 
sehingga jika terjadi 
kecelakaan dan/atau 
keadaan darurat 
menimbulkan dampak yang 
besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan 
lingkungan hidup. 
 

 
 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
BALTHASAR KAMBUAYA 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 
Rosa Vivien Ratnawati  
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT 
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA  

 
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan 
Hidup bersama ini diumumkan: 
1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan 

memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan 
secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit 
Lingkungan Hidup. 

 
2. PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara 

berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui 
surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan 
secara berkala Nomor:.... Tahun ..... 

 
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi: 

a. ..... 
b. ..... 
c. ....., dst. 

 
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala pada angka 2 di 

atas dilakukan oleh: 
Nama : .... 
Kualifikasi : .... 
Nomor Sertifikat Kompetensi : .... 
Nomor Registrasi : .... 

 
5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara 

berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu: 
a. ..... 
b. ..... 
c. ....., dst. 

 
6. Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, 

meliputi: 
a. ..... 
b. ..... 
c. ....., dst 

 
7. Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas 

nama PT. ... dapat diakses pada ... 
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8. Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan 
hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang 
dipublikasikan melalui pengumuman ini. 

 
 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
BALTHASAR KAMBUAYA 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 
Rosa Vivien Ratnawati  
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LAMPIRAN III 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
BAGAN ALIR TATA LAKSANA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN 

SECARA BERKALA 

 
 

 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 

BALTHASAR KAMBUAYA 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 
Rosa Vivien Ratnawati  

Pelaksanaan audit LH secara berkala 

Tim Audit Lingkungan Hidup menyerahkan 
laporan hasil Audit Lingkungan Hidup 

secara tertulis kepada Menteri 

Menteri mengumumkan laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup melalui multimedia 
sesuai format dalam Lampiran II dalam 

Peraturan Menteri ini 

Jenis usaha dan/atau kegiatan berisiko 
tinggi yang wajib menyusun audit LH 
secara berkala: 
1. sesuai lampiran I Peraturan Menteri 

ini, dan/atau 
2. diluar lampiran 1 Peraturan Menteri 

ini, yang ditetapkan oleh Menteri 
berdasarkan usulan dari:  
a. komisi penilai Amdal untuk 

Usaha dan/atau Kegiatan yang 
masih dalam tahap 
perencanaan; dan/atau 

b. Kementerian dan/atau lembaga 
pemerintah nonkementerian 
terkait, untuk Usaha dan/atau 
Kegiatan yang sudah beroperasi 

Usulan tersebut didasarkan pada 
hasil analisis risiko lingkungan 
hidup sesuai peraturan perundang-
undangan 

Rencana audit LH 

Laporan hasil audit LH 
 

Tim Audit Lingkungan 
Hidup bertanggungjawab 
terhadap laporan hasil 

Audit Lingkungan Hidup 

Audit lingkungan hidup yang diwajibkan 
secara berkala (sesuai periode yang 

ditentukan) 

Dinilai oleh tim evaluasi dan diberikan 
persetujuan  
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
FORMAT SURAT USULAN PERINTAH AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG 

DIWAJIBKAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN 
KETIDAKTAATAN DARI KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KEPADA MENTERI 
 

kota, tanggal, bulan, tahun 
 
Nomor  :..................   
Lampiran : 1 (satu) berkas    
Hal  : Usulan usaha dan/atau kegiatan  

yang diperintahkan melakukan  
Audit LH yang diwajibkan     

 
Yth. 
Menteri Lingkungan Hidup 
di Jakarta 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor …. tahun …… tentang 
Audit Lingkungan Hidup, bersama ini kami usulkan usaha dan/atau kegiatan yang 
telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas, yaitu 
PT. ........... yang berlokasi di RT.../RW..., Kecamatan...., Kabupaten./Kota ....., 
Provinsi ....... untuk dapat diperintahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup untuk 
menyusun Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan. 

Informasi secara rinci mengenai kegiatan PT ..... serta alasan pengusulan disampaikan 
pada lampiran ... dari surat ini. 

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak Menteri kami ucapkan terima 
kasih. 

 
Kepala Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi/Kabupaten/ 
Kota................................., 
 
 
 
Nama................... 
NIP. .................... 

Tembusan Yth. : 
1. Gubernur/Bupati/Walikota .............; 
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ............., 

3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion ............ 
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Lampiran 
Surat Nomor : ............./..../…… 
Hal : Usulan usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan melakukan 

Audit LH yang diwajibkan 

      

 
FORMULIR 

USULAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN 
 
 
A. INFORMASI UMUM 
 
1. Nama dan Jenis usaha dan/atau 

kegiatan yang diusulkan untuk 
diperintahkan audit lingkungan hidup 

 

 
2. Nama penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan  
 

 
3.  Lokasi dan alamat lengkap usaha 

dan/atau kegiatan, termasuk telepon, 
faksimili, e-mail 

 

 
 
B. ALASAN UTAMA PERLUNYA DIPERINTAHKAN AUDIT LINGKUNGAN 

HIDUP 
 
1. Uraian ringkas ketidaktaatan usaha 

dan/atau kegiatan terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup terkait [misal: baku 
mutu, baku gangguan, baku 
kerusakan] 

 

 
2. Uraian ringkas lainnya yang mendasari 

perlunya diperintahkan audit 
lingkungan hidup 
 
 

 

C. BUKTI PENDUKUNG AWAL 
 
1. Sebutkan dan lampirkan surat kepada 

penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang berisi “teguran tertulis”  

 

 
2. Sebutkan dan lampirkan bukti “laporan 

hasil inspeksi/pengawasan berkala” 
 

 
3.  Sebutkan dan lampirkan bukti “laporan 

hasil verifikasi” pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan  

 

 
4. Sebutkan dan lampirkan “laporan 

keluhan masyarakat” (bila ada) 
 

 
5. Sebutkan dan lampirkan ”foto 

dan/atau video kejadian” pencemaran 
atau kecelakaan lingkungan (bila ada) 
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6. Sebutkan dan lampirkan “hasil uji 

laboratorium” (bila ada) 
 

 
7. Sebutkan dan lampirkan data dan 

informasi pendukung lainnya yang 
terkait 

 

 
 
Identitas lengkap pihak pengusul  

 
 
 

Instansi/Organisasi  
Alamat lengkap  
Tel/Fax/email  
Tanda tangan   

 
 
 
 
 
 

Tanggal: 

 
 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
BALTHASAR KAMBUAYA 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 
Rosa Vivien Ratnawati  
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LAMPIRAN V 
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 03 TAHUN 2013 
TENTANG 
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 

 
BAGAN ALIR PROSES AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN BAGI 

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENUNJUKKAN KETIDAKTAATAN 
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

tim evaluasi 
(paling lama 30 
hari kerja untuk 
mengevaluasi) 

 

rencana audit lingkungan 
hidup 

perintah pelaksanaan audit 
lingkungan hidup yang 

diwajibkan 
 

Menteri 

YA 

layak audit LH 
diwajibkan 

 

auditor LH ditunjuk oleh: 

• penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan 
persetujuan Menteri, atau 

• Menteri, jika pemrakarsa tidak menunjuk auditor LH 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja 

 

tim evaluasi menilai rencana audit paling lama 10 (sepuluh)hari kerja dan 
menerbitkan persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup apabila telah 

memenuhi kriteria 

Pengesahan: 
-taat, atau 
- tidak taat 

 

� 

� 

� 

laporan hasil audit 
lingkungan hidup tim evaluasi menilai laporan audit 

paling lama 10 (sepuluh)hari kerja 
dan menyampaikan penilaian 

laporan hasil Audit Lingkungan 
Hidup kepada Menteri 

� 

penunjukan auditor LH 
 

audit lapangan 
 Apabila diperlukan, tim evaluasi 

mengikuti penyaksian (witness) 

 

layak 
diperintahkan 
audit LH yang 
diwajibkan? 

• Dibentuk oleh Menteri paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja 

• Terdiri dari:  

- ketua yang secara ex-officio dijabat 
oleh Deputi Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang kajian 
dampak lingkungan hidup 

- anggota yang terdiri atas unsur: 
instansi lingkungan hidup Pusat; 
instansi yang membidangi Usaha 
dan/atau Kegiatan; ahli di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup khususnya yang 
berkaitan dengan pelaksanaan hasil 
Audit Lingkungan Hidup; ahli di 
bidangUsaha dan/atau Kegiatanyang 
berkaitan dengan pelaksanaan hasil 
Audit Lingkungan Hidup; Instansi 
Lingkungan Hidup Provinsi; 
dan/atau Instansi Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota 

• Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
memberikan rekomendasi kepada 
Menteri setelah evaluasi selesai 
 

TIDAK 

� 

� 

� 

�a 

�b 	a 

	b 


 

Menteri 
mengumumkan 
pengesahan dan 
penetapan tindak 
lanjut hasil Audit 

Lingkungan melalui 
multimedia 

Kriteria: 
1. dugaan pelanggaran terhadap 

PUU di bidang PPLH 

2. pelanggaran tersebut telah 
terjadi paling sedikit 3 (tiga) 
kali dan berpotensi tetap terjadi 
lagi di masa datang; dan 

3. belum diketahui sumber 
dan/atau penyebab 
ketidaktaatannya. 

Menteri: 

- menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup 

- menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit 

Tindak Lanjut: 
- Perintah perbaikan kinerja pengelolaan dan pemanatuan 

lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan 
- perubahan izin lingkungan 
- pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 
- pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 

Laporan audit 
diterima 

Kriteria 
Penolakan 

Pasal 37 ayat 
(2) 

Laporan 
audit 

ditolak 

Sesuai 
kriteria 

 

Tidak 
Sesuai 
kriteria 

 

Menteri menetapkan 
pelaksanaan Audit 
Lingkungan Hidup kembali 
terhadap penanggung jawab 
Usaha dan/atau Kegiatan 
dengan tim Audit 
Lingkungan Hidup yang 
berbeda 

1. hasil pengawasan oleh Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup 

2. menteri atau kepala LPNK yang 
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan 
berdasarkan hasil pengawasan oleh 
kementerian atau LPNK dimaksud 

3. gubernur berdasarkan hasil 
pengawasan oleh instansi LH prov 

4. bupati/walikota berdasarkan hasil 
pengawasan oleh instansi LH kab/kota 
 

Keterangan: 
          garis penolakan terhadap  
          usulan audit LH 
          proses teknis audit LH 
          garis koordinasi 
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Penjelasan bagan alir: 
 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri atau kepala lembaga 
pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau 
Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya mengusulkan kepada Menteri untuk memerintahkan 
audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
 
Usulan dimaksud didasarkan atas hasil pengawasan yang 
menggunakan kriteria: 
1. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;  

2. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan 
berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan 

3. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya 

 
Atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri 
membentuk tim evaluasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah usulan tersebut diterima. 
 
Tim evaluasi mengevaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh 
Menteri. 
 
Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal 
kelayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup 
yang diwajibkan, dilengkapi dengan rancangan ruang lingkupnya 
apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, menteri 
atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi 
Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau bupati/walikota 
telah memenuhi persyaratan. 

 
Tim evaluasi menerbitkan rekomendasi kepada Menteri perihal 
ketidaklayakan untuk dikeluarkannya perintah audit lingkungan 
hidup yang diwajibkan, dilengkapi dengan alasan ketidaklayakan 
tersebut apabila usulan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, 
menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang 
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau 
bupati/walikota tidak memenuhi persyaratan. 
 
Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa ketidaklayakan untuk 
dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, 
maka Menteri menolak usulan dimaksud dan memberitahukannya 
kepada pemberi usulan yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, 
menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang 
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, Gubernur, dan/atau 
bupati/walikota 
 
Apabila rekomendasi dari tim evaluasi berupa kelayakan untuk 
dikeluarkannya perintah audit lingkungan hidup yang diwajibkan, 
maka Menteri dapat menyetujui rekomendasi tersebut dengan 

1 

2 

3 

4 
a 

4 
b 

5 

5 
b 

a 



 3

menerbitkan surat perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup 
yang diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
yang bersangkutan. 
 
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menunjuk auditor 
lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat 
perintahpelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan. 
 
Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut terlampaui, maka 
Menteri yang akan menunjuk auditor lingkungan hidup (selanjutnya 
disebut auditor) dimaksud. 
 
auditor (yang bergabung dalam tim audit) kemudian menyusun 
rencana audit lingkungan hidup yang akan dinilai dan disetujui oleh 
tim evaluasi dan kemudian ketua tim evaluasi menerbitkan 
persetujuan rencana Audit Lingkungan Hidup. 
 
Setelah rencana audit lingkungan hidup disetujui, maka tim audit 
melaksanakan audit lapangan. Dalam hal diperlukan,pelaksanaan 
audit lapangan dapat diikuti oleh tim evaluasi sebagai penyaksi 
(witness). Tim evaluasi tidak terlibat dalam pekerjaan audit 
lingkungan hidup yang dilakukan oleh auditor. 
 
Setelah audit lapangan dilaksanakan, tim audit menyusun laporan 
hasil audit lingkungan hidup yang selanjutnya dievaluasi oleh tim 
evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri. 
 
Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas laporan hasil audit 
lingkungan hidup yang diwajibkan yang telah diterima tanpa 
perbaikan, Menteri mengeluarkan surat perintah kepada penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan untuk menyusun 
rencana tindakan perbaikan dan pencegahan dampak yang akan 
dilakukan, berikut jangka waktu penyelesaiannya. 
 
Tim evaluasi menilai laporan audit dengan menggunakan criteria 
penolakan yaitu: 
a. laporan hasil Audit Lingkungan Hidup tidak disusun sesuai 

metodologiAudit Lingkungan Hidup dan kaidah penulisan laporan 
Audit Lingkungan Hidup yang benar; 

b. tim Audit Lingkungan Hidup melakukan kesalahan dalam 
menetapkan ketaatan dan/atau ketidaktaatan terhadap suatu 
temuan Audit Lingkungan Hidup; dan/atau 

c. ditemukan bukti bahwa tim Audit Lingkungan Hidup melaporkan 
hasil Audit Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan fakta 
dan/atau tidak melakukan jaminan mutu dan kendali mutu atas 
laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang dilaporkannya 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan menyampaikan penilaian 
laporan hasil Audit Lingkungan Hidup kepada Menteri, berupa 
pernyataan laporan audit diterima atau ditolak.  
 
Dalam hal laporan audit yang dinilai, memenuhi kriteria penolakan, 
maka laporan audit ditolak. 
 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang ditolak, 
Menteri menetapkan pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup kembali 
terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan tim 
Audit Lingkungan Hidup yang berbeda. 
 
Dalam hal laporan audit yang dinilai, tidak memenuhi kriteria 
penolakan, maka laporan audit diterima 
 
Terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup yang diterima, 
Menteri: 
(1) menerima dan mengesahkan laporan hasil Audit Lingkungan 

Hidup; dan  

(2) menetapkan tindak lanjut terhadap hasil Audit Lingkungan Hidup 

 

Pengesahan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup berisi pernyataan: 
(1) taat; atau  

(2) tidak taat 

 
Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: 
(1) perintah perbaikan kinerja pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup Usaha dan/atau Kegiatan; 

(2) perubahan izin lingkungan; 

(3) pertimbangan dalam penerbitan perpanjangan izin perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau  

(4) penegakan hukum 

 

Menteri mengumumkan pengesahan dan penetapan tindak lanjut 
hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia. 

 
 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
BALTHASAR KAMBUAYA 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Humas,  
 
 
 
Rosa Vivien Ratnawati  
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